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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Pembentukan Pasal 32 UU APS merupakan bentuk kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada Arbiter dan Majelis Arbitrase untuk 

memberikan perintah berupa tindakan-tindakan tertentu kepada para pihak 

yang bila dilihat dari rumusan Pasal 32 sendiri memiliki maksud untuk 

ketertiban persidangan. Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 32 ini juga 

berupa tindakan-tindakan pendahuluan tertentu seperti penetapan sita 

jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual 

barang yang mudah rusak. Ditinjau dari maksud Pasal 32 UU APS sendiri, 

tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan jenis sita jaminan lainnya, 

mengingat terdapat frasa “lainnya” dalam rumusan Pasal 32 UU APS. Jika 

ditinjau dari beberapa jenis putusan sela dalam HIR dikenal beberapa jenis 

sita jaminan berupa putusan praeparatoir, putusan interlocutoir, putusan 

insidentil, dan putusan provisionil. Putusan provisionil  ini sendiri telah 

tercantum dalam Pasal 32 UU APS. Oleh karena itu, tidak dalam proses acara 

arbitrase, tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan putusan sela 

berupa putusan praeparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil.  

 

Berdasarkan jenis-jenis putusan sela yang dapat dijatuhkan dalam UU APS 

sebagaimana yang telah penulis analisis, tujuan untuk ketertiban jalannya 

persidangan tidaklah salah, namun dalam beberapa literatur dan prosedur-

prosedur arbitrase, terdapat tujuan lain yang dapat dicapai dari jenis-jenis 

putusan sela tersebut, yaitu untuk menjaga kepentingan hak-hak parah pihak. 

Meskipun terdapat beberapa latar belakang terbentuknya putusan sela dalam 

beberapa jenis prosedur arbitrase, namun dapat ditemukan kesamaan-

kesamaan dalam tindakan-tindakan yang dapat diperintahkan oleh Arbiter 

dan Majelis Arbitrase, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, meskipun 

prosedur arbitrase di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda dari 

prosedur-prosedur arbitrase internasional, ditambah lagi prosedur arbitrase 
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Indonesia juga tidak mengacu pada UNCITRAL Model Law dalam 

pembentukannya, namun ditinjau pada persamaan jenis-jenis tindakan yang 

dapat dijatuhkan dalam UU APS dengan UNCITRAL Model Law tersebut 

maka setidaknya pembentuk UU APS mencantumkan tujuan lain dari 

dijatuhkannya putusan sela, yaitu sebagai sarana untuk mencapai ketertiban 

persidangan dan juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hak-hak 

dari para pihak dalam sengketa. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisa di Bab 4, penulis menyimpulkan bahwa rumusan dalam 

Pasal 32 UU APS memiliki tujuan utama untuk menghasilkan ketertiban 

sidang. Namun jika ditinjau dari bentuk-bentuk putusan yang dapat 

dijatuhkan, maka putusan sela/putusan provisi yang diatur dalam UU APS 

sendiri dapat dijatuhkan sebagaimana jenis-jenis putusan sela yang diatur 

dalam HIR. Tujuan utama menjatuhkan putusan sela dalam HIR adalah untuk 

kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang berarti untuk 

menjamin kepentingan para pihak.  

 

Selain pada pengaturan di HIR, UNCITRAL Model Law memiliki jenis-jenis 

putusan sela yang sama dengan UU APS yang dapat dijatuhkan dalam proses 

arbitrasenya juga secara gamblang dalam rumusan Pasalnya menyatakan 

bahwa tujuan dijatuhkannya putusan sela adalah untuk menjamin hak-hak 

para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk menjamin bahwa tidak 

ada kerugian yang berkelanjutan berkaitan dengan jalannya pemeriksaan 

sengketa ini. Sehingga penulis merasa bahwa rumusan Pasal 32 UU APS 

setidaknya menegaskan tujuan putusan sela disamping untuk ketertiban 

persidangan, juga untuk menjamin hak-hak para pihak dalam proses acara 

arbitrase. Dalam penerapannya di dalam persidangan, alangkah lebih baik 

jika Arbiter/Majelis Arbitrase mengeluarkan putusan-putusan yang berkaitan 

dengan putusan sela sebagaimana diatur dalam pengaturannya dengan tujuan 

untuk mencapai kepastian hukum pada tiap putusannya dan dapat dibedakan 
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dan diketahui putusan-putusan apa yang dijatuhkan oleh hakim dalam 

persidangan tersebut.  
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